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Oleh: IryanSadi 
Penelitain ini dilakukan di Dinas Kependudukan ,Catatan Sipildan KB Kabupaten 
Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan  
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan. Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 
deskiptif analisis dimana data deskriptif jawaban responden dan di analisa oleh 
penulis. Yang menjadi populasi ini adalah jumlah penduduk yang wajib KTP 
SIAK yang telah mengurus dan membuat KTP SIAK yang berada di Kabupaten 
Karimun berjumlah 741.970 orang. Untuk keperluan penelitian di perlukan 
sampel berjumlah 63 orang yaitu dari masyarakat sebanyak 30 orang dan 
perwakilan dinas sebanyak 33 orang. Dari hasi lpenelitan lapangan dan 
pembahasan melalui penyebaran questioner, observasi, serta interview terhadap 
responden maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan 
yang di berikan atau dilakukan oleh pegawai yang berada di Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipildan KB Kabupaten Karimun yaitu pelayanan yang 
kurang baik dan pada akhirnya menyebabkan proses pelayanan itu sendiri 
menjadi terlambat. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan 
penerbitana kta KTP SIAK pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipildan KB 
Kabupaten Karimun secara garis besar yaitu : Kuranganya Informasi dan 
Sosialisasi, Kurangnya Pelatihan SDM, Kurangnya Saranadan Prasarana serta 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah 
penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki 
persebaran yang tidak merata.Berbagai masalah yang merupakan akibat dari 
persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah 
untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. 
Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran 
tidak merata  serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan 
yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang 
pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang 
tinggi mengakibatkan muculnya berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan 
yang antara lain adalah: kemiskinan, kesehatan, pengangguran. 
Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data 
tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan 
yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan 
nasional. 
Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran 
penduduk.Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih 
sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh 
secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk 
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untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, 
bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan 
perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh 
dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk 
pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. 
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana adalah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan 
AdministrasiKependudukan, yang dilakukan dengan kewenangan meliputi: 
1) Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; 
2) Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi 
Kependudukan; 
3) Sosialisasi Administrasi Kependudukan; 
4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan  
5) Administrasi Kependudukan; 
6) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan 
7) Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan. 
Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 
kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku 
ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara 
administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Pasal 09 Tahun 2001 tentang administrasi kependudukan. Dalam 
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pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai 
pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. 
Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai 
pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan 
maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program 
yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 
(SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 2001. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang 
diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status  
kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu 
aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga 
(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan 
Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data 
kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi 
karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu  
Internet Data Center. 
Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan yang 
terjadi di Kabupaten Karimun khusunya dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK, 
pegawai lebih banyak bersantai-santai dari pada mengerjakan tugasnya, penempatan 
pegawai yang bukan pada bidangnya, mereka sebagai pelayan seperti minta dilayani 
oleh msyarakat, pegawai sering tidak ada pada tempatnya disaat jam kerja. Hal ini 
dibuktikan dari banyaknya penduduk yang masih belum memiliki Kartu Tanda 
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Penduduk yang tidak bersistem SIAK, trutama penduduk-penduduk plosok jauh dari 
Dinas atau lokasi pelaksanaan pembuatan KTP SIAK. 
Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah 
merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru.Kebijakan baru 
itutentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi 
data kependudukan.Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran 
kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka 
pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). 
SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun 
berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan 
menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib 
administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya 
Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan.  
SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada.Dengan 
adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data 
secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara 
lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai 
bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan 
mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Pada dasarnya sistem 
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administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, 
yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan.  
Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak 
asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data 
statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap 
pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian 
pelayanan publik tanpa diskriminasi.  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2001 pasal 13 tentang 
Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru 
yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di Kabupaten Karimun sendiri program ini 
dilaksanakan  berdasarkan Perda Nomor 18 Pasal 09 Tahun 2001 tentang 
kependudukan yang memberikan ketentuan sebagai berikut:  
1) Setiap penduduk yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 
/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. 
2) Setiap penduduk hanya diperkenankanmemiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. 
3) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk diurus selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja,sejak yang bersangkutan menjadi 




4) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
Peraturan daerah ini diancam dengan hukumanPidana Kurungan selama-lamanya 
6 (enam) bulan atau denda sebesar -besarnya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 
Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang sudah 
dan belum memliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) dalam tiga tahun terakhir: 









Sudah Memiliki KTP Tidak 
Memilki 
KTP 





























Jumlah :  741.970 518.594 138.480 84.906 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 2011 
Dari tabel dapat kita lihat bahwa dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 
2011 bahwa banyaknya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP SIAK yaitu 
sebanyak 138.480 orang yang non SIAK dan 84.906 yang tidak memiliki KTP secara 
sama sekali. Sementara hal ini telah ditetapkan dalam Perda No. 18 Tahun 2001 pasal 
09.Dengan demikian dapat kita lihat bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap 
pembuatan KTP SIAK tidak berjalan secara optimal oleh Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 
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Salah satu latar belakang dibuatnya perda tentang KTP SIAK ini memilki 
tujuan: 
1) Untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk 
Karimun,  
2) Kepadatan penduduk,  
3) Masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok, dan 
4) Melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk 
menanggulangi kemiskinan dan kesehatan Karimun.  
Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang  bersangkutan.  
SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar 
di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat 
permasalahan penduduk yang ada serta menjaga agar proyek pembangunan di daerah 
memang telah tepat sasaran.Namun hingga saat ini masih ada masyarakat Karimun 
yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga masih banyak 
masyarakat yang belum masuk hitungan ataupun perkiraan dapat dibantu oleh 
pemerintah. 
Dari kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pembuatan 
KTP SIAK yang telah dijelaskan di atas, maka Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun perlu memperbaiki kelemahan tersebut 
agar dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK dapat berjalan dengan lancar dan tanpa 
masalah. Sehingga masyarakat lebih tertarik dalam membuat KTP SIAK. 
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Selain itu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Karimun harus memperhatikan masyarakat yang terdapat di wilayah 
pelosok Kabupaten Karimun sering kali belum terjangkau pelayanan publik yang 
disediakan pemerintah daerah yang masih sulit untuk mendapatkan pelayanan karena 
keterbatasan juga dapat mengakibatkan masyarakat pelosok menjadi tidak peduli dan 
tidak tertarik dalam membuat KTP SIAK. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti,  
“ANALISIS PELAYANAN PEMBUATANKARTU TANDA PENDUDUK oleh 
karena itu penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: (KTP) 
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) 
 DI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA 
BERENCANA KABUPATEN KARIMUN”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimanakah Pelayanan Pembuatan KTP (SIAK) Di Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Dalam pembuatan Kartu Penduduk 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun. 
1.4 Kegunaan Penelitian. 
1. Kegunaan Teoritis 
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Secara Teoritis hasil penelitian ini daiharapkan dapat memperkaya 
pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep Imlementasi 
Kebijakan dan konsep pelayanan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta 
dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 
kinerja organisasi Pemerintahan pada umumnya. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam 
menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Kantor Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dalam 
PelayananPembuatan KTP SIAK sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur 
Pemerintah di daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri 
atas enam bab dan sub bab lain, meliputi; 
BAB I  PENDAHULUAN  
Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, 
batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, analisa data sistematika 
penulisan. 
BAB II  TELAAH PUSTAKA 
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Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 
menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di 
bahas oleh peneliti. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, 
Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Tekhnik 
Pengumpulan Data dan Analisa. 
BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian ini, peneliti mencoba 
menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan 
penelitian. Dalam bab ini juga akan membahas dan merincikan keadaan umum 
tentang pegawai negeri sipil yang di bahas.  
BAB V HASIL PENELITIAN 
Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 
penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 
maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan tentang dua sub sab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan 











2.1.1 Pengertian Pelayanan 
Menurut Lonsdale (1994), pengertian dari pelayanan publik ialah segala sesuatu 
yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak 
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka 
memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Sedangkan pengertian pelayanan 
publik menurut undang-undang no.25 pertahun 2009 ialah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Secara luas istilah Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan 
dan obyek-obyek tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat umum (the general publik) atau memberikan dukungan 
terhadap upaya meningkatkan kenikmatan dan kemudahan (comfort and 
conveniences) bagi seluruh masyarakat.Di dalam hukum administrasi negara 
Indonesia, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai:”segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai 





Pelayanan publik oleh Kepmenpan No. 63/2003 terbagi ke dalam tiga 
kelompok, yaitu : 
1. Kelompok Pelayanan Administratif : yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik. Beberapa jenis pelayanan 
publik yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan administrasi 
misalnya penerbitan dokumen yang berkaitan dengan: 
2. Status kependudukan atau kewarganegaraan (misalnya: Kartu Tanda Penduduk, 
pasport, akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dll.); 
3. Status kepemilikan (misalnya: Sertifikat Hak Atas Tanah, Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor, dll.); 
4. Status kompetensi (misalnya: Surat Ijin Mengemudi, Ijin Mendirikan Bangunan, 
Surat Ijin Usaha, dll.). 
5. Kelompok Pelayanan Barang : yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan tugas-
tugas yang dilaksanakan oleh negara selaku pelaku usaha, yang kewenangannya 
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (misalnya penyediaan air minum/air 
bersih, penyediaan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi, dll.). 
6. Kelompok Pelayanan Jasa: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang dibutuhkan oleh publik (misalnya: pelayanan 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, 





Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini semakin meluas 
dan menyentuh tidak saja pemenuhan atau penegakan hak-hak dasar manusia, seperti 
pendidikan, sandang, pangan, perumahan, pekerjaan yang layak, jaminan kesehatan, 
lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyangkut hal-
hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan, 
identitas status, penyaluran kebutuhan bahan pokok, transportasi, telekomunikasi, dan 
sebagainya. 
Dalam pelayanan publik, ada asas-asas yang digunakan agar penyelenggaraan 
pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.Asas-asas tersebut adalah prinsip-prinsip 
dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman 
penilaian-kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik.Asas-asas 
yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik 
(general principles of good administration) ini harus bersifat umum dan adaptif 
terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara 
publik. 
Bersifat umum karena asas-asas ini secara langsung menyentuh hakekat 
pelayanan publik sebagai wujud dari upaya pelaksanaan tugas pemerintah dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan/atau tugas pelaksanaan perintah 
peraturan perundang-undangan. 
Bersifat adaptif, karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan dalam 





pelayanan kepada masyarakat umum, baik di bidang pelayanan administratif, 
pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi dari ketiganya. 
Asas-asas tersebut adalah : 
1. Asas Keterbukaan (openness) 
Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para 
stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, tindakan-tindakan 
oleh institusi-institusi publik, pengelolaan aktivitas, serta pengelolaan sumber-sumber 
daya manusia di dalam institusi-institusi pelayanan publik. Keterbukaan (mungkin 
setara dengan asas transparansi) yang diwujudkan melalui pembinaan komunikasi 
secara penuh, terinci dan jelas dengan para stakeholders menjadi salah satu prinsip 
utama dari suatu good governance, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
2. Asas Integritas 
Integritas mengandung makna “berurusan secara langsung” (straightforward 
dealings) dan ketuntasan (completeness) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan 
publik.Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran, 
obyektivitas dan standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas 
penggunaan dana-dana dan sumber daya publik. 
3. Asas Akuntabilitas 
Asas ini berkenaan dengan proses di mana unit-unit pelayanan publik dan orang-
orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan 





pengawasan baik eksternal (dari masyarakat) maupun internal (dari atasan). 
Singkatnya, akuntabilitas melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas fungsi 
dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap public servant . 
4. Asas Legalitas 
Berdasarkan asas lawfulness ini, setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta 
pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Legalitas di sini 
seyogyanya diartikan secara luas dan tidak hanya mencakup legalitas formal saja, 
tetapi juga legalitas dalam arti material/substansial . 
5. Asas Non-Diskriminasi dan Perlakuan Yang Sama 
Institusi-institusi penyelenggara pelayanan publik harus bekerja atas dasar 
prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa 
membedakan gender, ras, agama/kepercayaan, kemampuan fisik, aspirasi politik, dsb. 
Artinya, perlakuan yang berbeda terhadap suatu kasus yang pada dasarnya sama 
dengan kasus-kasus lain, harus secara tegas mendapatkan pembenarannya di dalam 
fakta-fakta khusus yang relevan di dalam kasus tersebut. 
6. Asas Proporsionalitas 
Asas ini meletakkan kewajiban pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik 
untuk menjamin bahwa beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pengguna jasa 
layanan publik akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh institusi pelayanan publik 





diperoleh oleh warga masyarakat ybs.Asas ini berkaitan erat dengan beban-beban 
administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat 
apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik. 
7. Asas Konsistensi 
Berdasarkan asas ini, warga masyarakat dan/atau stakeholders layanan publik 
pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan publik akan 
bekerja secara konsisten sesuai pola-kerjanya yang normal dalam perilaku 
administratifnya.  
2.1.2 Hakekat Pelayanan 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 
Tahun 2003 hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 
masyarakat. 
Menurut Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan 
masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada 
penerima pelayanan tanpa pandang bulu.Jadi PNS berkewajiban memberikan 









Abu Maryam Al’ Azdy R.A Berkata Kepada Muawiyah: 
َمَیْرَم يِبَأ ُنْبا يِنَثَّدَح َةَزْمَح ُنْب ىَیْحَی اَنَثَّدَح ُّيِقْشَمِّدلا ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ُنْب ُناَمْیَلُس اَنَثَّدَح 
َف َةَیِواَعُم ىَلَع ُتْلَخَد َلاَق ُهَرَبْخَأ َّيِدْزَأْلا َمَیْرَم اَبَأ َّنَأ ُهَرَبْخَأ َةَرِمْیَخُم َنْب َمِساَقْلا َّنَأاَق َل
ُتْعِمَس ِھِب َكُرِبْخُأ ُھُتْعِمَس اًثیِدَح ُتْلُقَف ُبَرَعْلا اَھُلوُقَت ٌةَمِلَك َيِھَو ٍناَلُف اَبَأ َكِب اَنَمَعْنَأ اَم 
 ِرْمَأ ْنِم اًئْیَش َّلَجَو َّزَع ُھَّللا ُهاَّلَو ْنَم ُلوُقَی َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُھَّللا ىَّلَص ِھَّللا َلوُسَر
َنیِمِلْسُمْلا  ِھِتَجاَح َنوُد ُھْنَع ُھَّللا َبَجَتْحا ْمِھِرْقَفَو ْمِھِتَّلَخَو ْمِھِتَجاَح َنوُد َبَجَتْحاَف
 ِساَّنلا ِجِئاَوَح ىَلَع اًلُجَر َلَعَجَف َلاَق ِهِرْقَفَو ِھِتَّلَخَو 
Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar 
rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan kaum 
muslimin, yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah 
akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka 
kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan 
orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy) 
Penjelasan: 
Pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. Itulah kira-kira yang 
hendak disampaikan oleh hadis di atas. Meski tidak secara terang-terangan hadis di 
atas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun 
setidaknya hadis ini hendak menegaskan bahwa islam memandang seorang pemimpin 
tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani 
kepentingan rakyat. Sebagai seorang pelayan, ia tentu tidak beda dengan pelayan-
pelayan lainnya yang bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan majikannya. Seorang 
pelayan rumah tangga, misalkan, harus bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan 
majikannya.Demikian juga seorang pelayan kepentingan rakyat harus bertanggung 





Dalam konteks indoensia, sosok “pelayan” yang bertugas untuk memenuhi 
kepentingan “tuan” rakyat ini adalah presiden, menteri, dpr, mpr, ma, bupati, 
walikota, gubernur, kepala desa, dan semua birokrasi yang mendukungnya.Mereka ini 
adalah orang-orang yang kita beri kepercayaan (tentunya melalui pemilu) untuk 
mengurus segala kepentingan dan kebutuhan kita sebagai rakyat.Karena itu, bila 
mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat, maka kita sebagai 
“tuan” berhak untuk “memecat” mereka dari jabatannya. 
2.1.3 Paradigma Pelayanan  
Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan 
dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan 
publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan 
pelanggan. 
Dengan ciri-ciri: 
1. Lebih menfokuskan diri kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan 
yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang kondusif bagi pelayanan 
oleh masyarakat 
2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga 
masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan 
yang telah dibangun bersama 
3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik 





4. Terfokus pada pencapaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran berorientasi 
pada hasil (outcomes) yang sesuai dengan input yang digunakan 
5. Lebih menggutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat 
6. Pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapatan 
dari pelayanan yang dilaksanakan 
7. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan 
8. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan 
9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan 
Dalam konteks Indonesia, upaya menerapkan pelayanan berkualitas dilakukan 
melalui konsep pelayanan prima.Konsep ini dijabarkan dalam berbagai sistem seperti 
pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu.Perubahan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 
juga tak lepas dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.  
Perubahan tersebut juga didasari pergeseran paradigma yang berisikan 
perubahan perilaku pelayanan dari yang sifatnya sentralistis ke desentralistis dalam 
upaya meningkatkan efisiensi, mutu dan efektifitas pelayanan. Selain itu adanya 
keharusan setiap unit kerja pemerintah untuk menyusun rencana strategiknya masing-
masing, juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya 
akuntabilitas pelayanan, dan terjadinya revitalisasi fungsi pelayanan aparatur 
pemerintah. 





Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
63/KEP/MENPAN/7/2003  tentang pelayanan publik, Pelayanan Publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh peyelenggaraan pelayanan Publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang – undangan. 
Azas-azas pelayanan publik terdapat bebarapa kriteria yaitu: 
1. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 
2. Akuntanbilitas 
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan denga 
tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas. 
4. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 





Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memnuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak.  
Dalam azas pelayan publik sebagai penyelenggara pelayanan public disebut 
sebagai kelompok pelayanan public.Kelompok pelayanan pelayanan  administrasi 
yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan  oleh publik, mislanya status kewarga-negaraan sertifikat kompetensi, 
kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. 
Kepemimpinan tidak mengenal warna kulit : 
:  اَنَثَّدَح ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ْنَع ِحاَّیَّتلا يِبَأ ْنَع َةَبْعُش ْنَع ٍدیِعَس ُنْب ىَیْحَی اَنَثَّدَح ٌدَّدَسُم
 ْنِإَو اوُعیِطَأَو اوُعَمْسا َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُھَّللا ىَّلَص ِھَّللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ُھْنَع ُھَّللا َيِضَر
ٌّيِشَبَح ٌدْبَع ْمُكْیَلَع َلِمْعُتْسا ٌةَبیِبَز ُھَسْأَر َّنَأَك  
Anas r.a berkata : bersabda rasulullah saw: dengarlah dan ta’atlah meskipun yang 
terangkat dalam pemerintahanmu seorang budak habasyah yang kepalanya bagaikan 
kismis. (buchary) 
  
Keseimbangan hak rakyat dantanggung jawaba Aparatur : 
 
ُةَبْعُش اَنَثَّدَح ٍرَفْعَج ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح اَلاَق ٍراَّشَب ُنْب ُدَّمَحُمَو ىَّنَثُمْلا ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح  ْنَع
 َدیِزَی ُنْب ُةَمَلَس َلَأَس َلاَق ِھیِبَأ ْنَع ِّيِمَرْضَحْلا ٍلِئاَو ِنْب َةَمَقْلَع ْنَع ٍبْرَح ِنْب ِكاَمِس
ْعُجْلا اَنْیَلَع ْتَماَق ْنِإ َتْیَأَرَأ ِھَّللا َّيِبَن اَی َلاَقَف َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُھَّللا ىَّلَص ِھَّللا َلوُسَر ُّيِف
ُھْنَع َضَرْعَأَف ُھَلَأَس َّمُث ُھْنَع َضَرْعَأَف اَنُرُمْأَت اَمَف اَنَّقَح اَنوُعَنْمَیَو ْمُھَّقَح اَنوُلَأْسَی ُءاَرَمُأ 
َلَأَس َّمُث اوُعیِطَأَو اوُعَمْسا َلاَقَو ٍسْیَق ُنْب ُثَعْشَأْلا ُھَبَذَجَف ِةَثِلاَّثلا يِف ْوَأ ِةَیِناَّثلا يِف ُھ
َبَش اَنَثَّدَح َةَبْیَش يِبَأ ُنْب ِرْكَب وُبَأ اَنَثَّدَح و ْمُتْلِّمُح اَم ْمُكْیَلَعَو اوُلِّمُح اَم ْمِھْیَلَع اَمَّنِإَف ُةَبا
َبْعُش اَنَثَّدَح ُلوُسَر َلاَقَف ٍسْیَق ُنْب ُثَعْشَأْلا ُھَبَذَجَف َلاَقَو ُھَلْثِم ِداَنْسِإْلا اَذَھِب ٍكاَمِس ْنَع ُة
ُتْلِّمُح اَم ْمُكْیَلَعَو اوُلِّمُح اَم ْمِھْیَلَع اَمَّنِإَف اوُعیِطَأَو اوُعَمْسا َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُھَّللا ىَّلَص ِھَّللا ْم  
 
Abu hunaidah (wa’il) bin hadjur r.a. Berkata : salamah bin jazid aldju’fy bertanya 
kepada rasulullah saw : ya rasulullah, bagaimana jika terangkat diatas kami kepala-





bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada mulanya rasulullah mengabaikan 
pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka rasulullah saw bersabda : 
dengarlah dan ta’atlah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri 
atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu. (muslim) 
  
Kesejahteraan rakyat adalah Tanggung jawab  seorang pemimpin: 
َّنَأ َرَمُع ِنْب ِھَّللا ِدْبَع ْنَع ٍراَنیِد ِنْب ِھَّللا ِدْبَع ْنَع ٍكِلاَم ْنَع َةَمَلْسَم ُنْب ِھَّللا ُدْبَع اَنَثَّدَح 
َأ َلاَق َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُھَّللا ىَّلَص ِھَّللا َلوُسَر ُریِمَأْلاَف ِھِتَّیِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلُكَو ٍعاَر ْمُكُّلُك اَل
 َوُھَو ِھِتْیَب ِلْھَأ ىَلَع ٍعاَر ُلُجَّرلاَو ْمُھْنَع ٌلوُئْسَم َوُھَو ْمِھْیَلَع ٍعاَر ِساَّنلا ىَلَع يِذَّلا
َوَو اَھِلْعَب ِتْیَب ىَلَع ٌةَیِعاَر ُةَأْرَمْلاَو ْمُھْنَع ٌلوُئْسَم ٍعاَر ُدْبَعْلاَو ْمُھْنَع ٌةَلوُئْسَم َيِھَو ِهِدَل
 ِھِتَّیِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلُكَو ٍعاَر ْمُكُّلُكَف ُھْنَع ٌلوُئْسَم َوُھَو ِهِدِّیَس ِلاَم ىَلَع 
Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang 
adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. 
Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban  perihal rakyat yang 
dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 
Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal 
tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang 
bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang 
dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 
pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim) 
2.2 Pengertian Penduduk  
Penduduk atau  Masyrakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. 
Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi 
tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling 
berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau di sebut zoon polticon. Dalam 
proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan 
dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. Oleh sebab itu, konsep 
masyarakat dan konsep kebudayaan merupakan dua hal yang senantiasa berkaitan dan 





Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang 
dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 
tiga komponen yaitu:  fertilitas, mortalitas dan migrasi. 
Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa 
ahli sosiologi dunia. 
1) Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 
menghasilkan kebudayaan. 
2) Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu 
ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara 
kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. 
3) Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau kenyataan objektif pribadi-
pribadi yang merupakan anggotanya. 
4) Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia 
yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal 
di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian 
besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. 
    Dari pengertian-pengertian di atas, dapat di lihat bahwa masyarakat 
merupakan organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki 





1) Orang-orang dalam jumlah relatif besar saling berinteraksi,baik antara individu 
dengan kelompok maupun antarkelompok sehingga menjadi satu kesatuan sosial 
budaya. 
2) Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi salam setiap masyarakat, baik 
dalam skala kecil (antarindividu) maupun dalam skala luas (antarkelompok). Kerja 
sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 
3) Berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan wadah tempat 
berlangsungnya suatu tata kehidupan bersama. Ada dua macam wilayah yang oleh 
Robert Lawang di sebut satuan administratif (desa-kecamatan-kabupaten-
provinsi), dan satuan teritorial (kawasan pedesaan-perkotaan). 
4) Berlangsung dalam waktu relatif lama, serta memiliki norma sosial tertentu yang 
menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan dan hubungan warga masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhannya. 
Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri,tetapi erat hubungannya dengan 
lingkungan. Hal tersebut beraarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan 
sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, 
perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya.Misalnya, 
lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di 
masimg-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. 





kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan 
memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat. 
2.3 Administrasi Kependudukan 
Menyediakan pelayanan publik yang baik adalahtugas negara melalui 
pemerintah.Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil 
warga negara.Tugas dan kewajiban inidilakukan melalui aparat pemerintah dari 
tingkatpaling atas sampai paling bawah seperti RW danRT.Sebagai kewajiban, maka 
sudah semestinyasetiap aparat pemerintah memberikan pelayananpublik yang terbaik, 
termasuk kepada seseorang/kelompok Penghayat Kepercayaan 
TerhadapTuhanYangMaha Esa. 
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan 
Peraturan PemerintahNo.37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUUNo.23/2006 
menjamin hak seorang/kelompokpenganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hakadministrasi kependudukan seperti 
pencantumankepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen 
kematian yang dijamin dalamUU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada jugapayung 
hukum lain yakni Peraturan Presiden(Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil. 
Dengan peraturan perundang-undangan tersebut,penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan YangMaha Esa tidak boleh didiskriminasi.Mereka berhak 






Dalam rangka sosialisasi UU Adminduk, Indonesian Legal Resource Center 
(ILRC) menerbitkanbuku saku Adminduk, sebagai panduan warganegara khususnya 
para penghayat kepercayaandalamupayamendapatkan hak-hakmereka. 
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumendan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untukpelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
2.4 Konsep Operasional  
Untuk mempermudah Analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam 
Penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep sebagai berikut : 
1. Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan dan obyek-obyek tertentu yang secara 
khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (the 
general publik) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan 
kenikmatan dan kemudahan (comfort and conveniences) bagi seluruh 
masyarakat. 
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumendan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasikependudukan serta pendayagunaan hasilnya untukpelayanan 





3. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 
kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. 
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seseorang sebagai 
penduduk, kartu ini wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 
tahun atau telah menikah. 
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem 
informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan 
memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi 
dibidang kependudukan. 
Indikator dari pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK):  
1. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 
2. Akuntanbilitas 
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 






Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memnuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak.  
2.5 Teknik Pengukuran  
 Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka 
penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator 
penelitian dengan menggunakan Skala Likert. Dimana variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik 
tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 
pertanyaan (Sugiono, 2007:107). Jawaban setiap instrument mempunyai gradiasi dari 
yang positif hingga yang negative berupa : 
a. Baik 
b. Kurang Baik 








Indikator yang diukur adalah : 
1. Transparansi  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh 
masyarakat yang melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 
Baik  : Apabila pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bersifat 
terbuka, mudah dan dapat diakses. 
Cukup Baik : Apabila pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bersifat kurang 
terbuka, mudah dan dapat diakses. 
Tidak Baik : Apabila pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak bersifat 
terbuka, mudah dan dapat diakses. 
2. Akuntanbilitas 
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 





Baik  : Apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak melanggar 
ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Cukup Baik : Apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengikuti 
ketentuan dan kurang dapat dipertanggung jawabkan. 
Tidak Baik : Apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 
melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melanggar 
ketentuan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas. 
Baik  : Apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pegawai dan masyarakat yang melaksanakan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan tetap berpegang 





Cukup Baik : Apabila pelayanan yang diberikan kurang sesuai dengan 
kondisi pegawai dan masyarakat yang melaksanakan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan kurang tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 
Tidak Baik : Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi 
pegawai dan masyarakat yang melaksanakan pembuatan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) dengan tdak berpegang pada prinsip 
efisiensi dan efektifitas. 
4. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang melakukan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK)  . 
Baik  : Apabila dalam pemberian pelayanan mampu memberikan 
dorongan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)  dengan 
memperhatikan aspirasi kebutuhan masyarakat. 
Cukup Baik : Apabila dalam pemberian pelayanan kurang mampu 





penyelenggaraan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan masyarakat. 
Tidak Baik : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak mampu memberikan 
dorongan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan 
memperhatikan aspirasi masyarakat. 
5. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam artian tidak tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada 
masyarakat. 
Baik  : Apabila pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras dan 
agama, golongan, gender dan status ekonomi kepada masyarakat 
yang melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)   
Cukup Baik : Apabila pemberian pelayanan kurang bersifat adil dengan sedikit 
membedakan suku, ras dan agama, golongan, gender dan status 
ekonomi kepada masyarakat yang melaksanakan pembuatan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi 





Tidak Baik : Apabila pemberian pelayanan sangat membedakan suku, ras dan 
agama, golongan, gender dan status ekonomi kepada masyarakat 
yang melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)   
 
 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memnuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, baik pegawai maupun masyarakat yang melaksanakan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK)   
Baik  : Apabila dalam pelayanan publik mampu memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak tersebut. 
Cukup Baik : Apabila dalam pelayanan public kurang mampu memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut. 
Tidak Baik : Apabila dalam pelayanan public tidak mampu memenuhi hak 
masing-masing pihak tersebut. 
2.6 Hipotesis  
Hipotesis merupakan dugaan sementara atau kesimpulan sementara penelitian 
ini terhadap permasalahan yang akan diteliti. Diduga pelaksanaan pelayanan publik 
dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi 





Keluarga Berencana Kabupaten Karimun kurang berjalan dengan baik, karena tidak 
sesuai dengan hakikat pelayanan umum yang prima meliputi Transparansi, 










3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Yaitu 
meggambarkan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan dan gambaran. 
Metode deskriptif diharapkan dapat mengungkap kondisi riil yang terjadi di 
masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (hidden values) dari seluruh 
dinamika masyarakat. Karena  pada dasarnya penelitian ini akan menggambarkan dan 
melakukan eksplorasi secara mendetail mengenai permasalahan yang diteliti. Selain 
itu metode penelitian deskriptif yang mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk 
data deskriptif (kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati 
dari orang-orang yang diteliti) akan lebih bermakna serta meyakinkan para pembuat 
kebijakan daripada pembahasan melalui angka-angka. 
 
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Karimun pada bulan Desember 2011 sampai dengan 
selesai. 
3.3 Jenis dan sumber Data 




1. Data Primer  
Yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung tentang analisis 
kebijakan pembuatan KTP SIAK dari responden yaitu pegawai yang bekerja di Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga  Berencana dan masyarakat Kabupaten 
Karimun mengenai pendapat dan penilaian mereka tentang hal-hal Mengenai evaluasi 
pelaksanaan pelayanan Pembuatan KTP SIAK.  
2. Data Sekunder  
Yaitu data pendukung yang berhubungan dengan pelayanan pembuatan KTP 
SIAK yang diperoleh dari kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun diperlukan untuk diolah dan disajikan sebagai data 
untuk mendukung penelitian. Berupa dokumen-dokumen literatur dan studi 
kepustakaan. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi merupakan keseruluhan dari sumber data yang ada atau wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan 
karekteristik tertentu.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang telah diwajibkan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk serta 
semua pegawai yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Karimun. 
2. Sampel  
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Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi data sebenarnya atau 
sebagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika dilihat dari 
jumlah masyarkat wajib Kartu Tanda Penduduk sampai bulan Juni 2011 sebanyak 
741.970 dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana pada tahun 2011 sebanyak 33 orang maka penulis perlu menetapkan 
sampelnya dari keseluruhan populasi. Adapun metode pengumpulan data yang 
penulis gunakan adalah metode incidental sampling yaitu mengumpulkan data 
berdasarkan menurut peneliti dalam memilih responden, dan dalam jangka waktu 
tertentu.Oleh karena itu peneliti mengambil sebanyak 63 orang sebagai sampel yang 
mewakili dari keseluruhan populasi 
Incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
sebagai sumber data. 
Untuk lebih mudah memahami dalam menentukan sampel dapat dilihat pada 









Tabel 3.1 : Tabel Jumlah Populasi dan Sampel 
 
No Jenis Populasi Jumlah 
Populasi 
Sampel 
1 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil Dan KB Kab. Karimun 1 1 
2 Kepala Bidang Pendaftaran, Migrasi 
Penduduk 1 1 
3 Kepala Bidang Pencatatan Sipil 1 1 
4 Pegawai Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil dan KB 30 30 
5 Masyarakat Wajib KTP 741.970 30 
 Jumlah 742.003 63 
Sumber : Hasil Analisis Data di Lapangan.2012 
 
3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 
Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif 
dibutuhkan data-data untuk diolah dan dijadikan kesimpulan dari permasalahan yang 
diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan tehnik kualitatif ini, peneliti 
menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan data-data, yaitu : 
1.  Observasi (pengamatan) 
Observasi yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku 
dalam setting sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pembuatan 
KTP SIAK di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Karimun. 
2. Angket  
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Yaitu upaya pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan 
berserta alternative jawabannya yang berhubungan dengan analisis kebijakan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kabupatenh 
Karimun kemudian disebarkan kepada responden. 
3. Wawancara  
Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada Kepala Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Karimun dan 
Kepala Bidang Pendaftaran dan Migrasi Penduduk, tentang evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pembuatan KTP SIAK,  karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum 
sempurna dengan tekhnik questioner. 
3.6  Analisa Data 
Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan 
ditabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan 











GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
 
4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Karimun 
1. Wilayah 
Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 
1999.Pada mulanya terbentuk wilayah Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 (tiga) 
kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. 
Setrusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, 
maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, 
kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 
dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 22 
kelurahan dan 32 desa, 327 RW (Rukun Warga) dan 945 RT (Rukun Tetangga). 
Luas wilayah Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang 
mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 
1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Secara 
astronomis terletak antara 0º35’ Lintang Utara sampai dengan 1º10’ Lintang Utara 
dan 103º30’ Bujur Timur sampai dengan 104º Bujur Timur, Kabupaten ini berbatasan 
langsung dengan : 
1) Utara      : Selat Malaka dan Singapur 
2) Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. 
3) Barat : Kec-Rangsang, Kab-Bengkalis dan Kec-Kuala Kampa 
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4) Timur       : Kota Batam dan Kepulauan Riau. 
Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 
(tiga) diantaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni: Pulau Karimun, Pulau 
Kundur, Pulau Sugi. Laporan TPING menyebutkan bahwa dari hasil Inventarisasi 
245 pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 
pulau tidak berpenghuni, 200 pulau benama, 45 pulau tidak bernama. 
2. Demografi. 
1) Penduduk Kabupaten Karimun 
Pentingnya pengendalian pertumbuhan dan jumlah penduduk, jelas memiliki 
implasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi.Penduduk 
Kabupaten Karimun per Juni tahun 2011 sudah mencapai 254.628 jiwa.Untuk lebih 













Tabel 4.1Banyaknya  Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Kelompok 
Umur Sampai Bulan Juni Tahun 2011 
No Kelompok Umur ( Tahun ) 

















































































Jumlah  131.939 122.687 254.628 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karimun Tahun 2011 
  Dari table di atas dapat dilihat mayoritas penduduk di Kabupaten 
Karimun adalah pada usia 25-29 tahun yang merupakan usia produktif bagi manusia 
untuk melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
2) Penduduk Menurut Jenis Agama 
Masyarakat atau penduduk Kabupaten Karimun terdiri dari lima agama yang 
hidup secara berdampingan dengan menjalankan kepercayaan mereka masing-masing 
tanpa mengganggu kepercayaan agama lainnya. Adapun jumlah penduduk menurut 
jenis agama di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada table berikut ini: 

























Jumlah 254.628 100% 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karimun Tahun 2011 
 
Dari table diatas di Kabupaten Karimun penduduk yang bergama Islam 
jumlahnya lebih besar dari agama yang lainnya. Karena Karimun penduduk aslinya 
adalah bersuku melayu.Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk yang bersuku 
melayu mayoritasnya beragma Islam yang dibawa secara turun-temurun oleh orang-
orang sebelumnya yang menetap di Kabupaten Karimun. 
1.Topologi dan Hidrologi. 
Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang relative datar dan landai, 
dengan ketinggian 2-500 m diatas permukaan laut. Sebagian wilayah Kabupaten 
Karimun merupakan pegunungan / perbukitan dengan kemiringan 40 dan ketinggian 
20-500 m diatas permukaan laut, yang terdapat diutara Pulau Karimun. 
Disamping itu, pada beberapa pulau diwilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-
rawa.Kemudian, dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut 
(perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang subur karena sebagian 





Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua 
musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Temperatur udara rata-rata mencapai 
27,2º, serta kelembaban udara 85%. 
Musim kemarau pada umumnya terjadi di Kabupaten Karimun sepanjang 
bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Sedangkan pada bulan Januari mengalami 
curah hujan rata-rata pertahun mencapai 238,6 mm. Kecepatan angin maksimum 
terjadi pada musim hujan dengan rata-rata kecepatan perhari 4 knot. 
2. Keadaan Pendidikan 
Kabupaten Karimun memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai, hal 
ini dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang diperoleh masyarakat Kabupaten 
Karimun. Untuk lebih mudah memahami dapat dilihat pada table beriku ini: 
Tabel 4.3Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Tingkat Pendidikan 
 


















Strata I    (S1) 
Strata II   (S2) 





















Jumlah 254.628 100 % 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun Tahun 2011 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya berjumlah 19 % penduduk 
Kabupaten Karimun yang tidak atau belum sekolah, sedangkan masayarakat yang 
lainnya sudah pernah menjalani dunia pendidikan meskipun ada yang hanya tamat 
SD, SLTP, dan SMA. Masyarakat yang tidak sekolah dan tidak tamat SD adalah 
masyarakat yang tergolong ke usia lanjut ketika masa kecilnya masih Kaupaten 
Karimun belum terbentuk dan susah untuk mendapatkan pendidikan. 
 Selanjutnya, mengenai sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten 
Karimun dapat dilihat sebagai berikut: 
Table 4.4Keadaan Sarana Pendidikan yang Terdapat di Kabupaten Karimun 
 

























Jumlah  260 100 % 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab.  Karimun Tahun 2011 
 Dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Karimun 
sudah sampai di tingkat universitas.Namun demikian hal tersebut masih belum 
sepenuhnya memberikan kemudahan kepada masayarakat untuk memperoleh 
pendidikan yang layak, hal ini dikhususkan kepada perlengkapan media belajar yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang prrestasi. 
4) Keadaan Mata Pencaharian 
Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Karimun 
bekerja sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Hal 
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ini dapat dilihat dari aneka ragam jenis kerja yang dilakukan oleh masyarakat 
Kabupaten Karimun pada table berikut ini: 
Table 4.5Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk KAbupaten Karimun 
 









































Jumlah 199.442 100 % 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab.  Karimun Tahun 2011 
Dari table di atas dapat dilihat bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat Kabupaten Karimun menjalankan berbagai jenis pekerjaan.Hal ini 
dipengaruhi dari keadaan lingkungan dan potensi yang dimiliki oleh alam dan 
kemampuan individu masing-masing.Kabupaten Karimun adalah daerah yang 
memiliki berbagai macam potensi baik dari bidang laut maupun pertanian yang juga 
dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Karimun. 
5) Sarana Kesehatan 
 Untuk melayani masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Karimun, sampai 
saat ini telah tersedia tempat pengobatan yang terdiri dari Rumah Sakit Umum 
Daerah, Puskesmas, Posyandu dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 




Tabel 4.6Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karimun 
 









































Jumlah 472 100 % 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karimun Tahun 2011 
  
Meskipun telah banyak terdapat sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten 
Karimun, namun itu belum cukup merata penyebarannya.Karena masih banyak 
masyarakat yang belum mudah untuk mendapatkan pengobatan yang mudah 
dijangkau. Pemerintah harus lebih banyak lagi memperhatikan sarana kesehatan 
tersebut, dengan demikian akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan 
mengurangi jumlah kematian. 
6) Sarana Ibadah 
 Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa masayarakat 
Kabupaten Karimun terdiri atas berbagai macam agama yang di anut.Untuk memnuhi 
kebutuhan rohani para umat dalam beragama maka perlu dibangun tempat-tempat 
ibadah yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai 
umat beragama. Adapun jumlah sarana tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten 




Tebel 4.7Klasifikasi Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Karimun 
 





















Jumlah  704 100 % 
Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab.  Karimun Tahun 2011 
  
Dari table diatas Jumlah rumah ibadah bagi umat Bergama Islam lebih 
banyak, karena jumlah pemeluk agama yang beragama Islam memiliki jumlah yang 
lebih banyak dari jumlah agama yang lainnya. 
4.2 Pemerintahan 
1. Pembagian Wilayah 
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah khususnya Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dalam 
pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan kelancaran kinerja dibagi berdasarkan 
bidang-bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang terdiri 
dari: 
1) Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB, 
2) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
(2) Kepala Sub Bagian  Perencanaan dan Keuangan, 
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3) Kepala Bidang Pendaftaran dan Migrasi Penduduk , terdiri dari : 
(1) Kepala Sub. Bidang Nomor Induk, Kartu Keluarga dan KTP, 
(2) Kepala Sub. Bidang Perubahan dan Perpindahan Penduduk, 
4) Kepala Bidang Catatan Sipil, terdiri dari : 
(1) Kepala Sub. Bidang Kelahiran, Kematian dan Kewarga Negaraan, 
(2) Kepala Sub. Bidang Perkawinan, Pengakuan Anak dan Penceraian, 
5) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari : 
(1) Kepala Sub. Bidang Keluarga Berencana; 
(2) Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Keluarga. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas tersebut,  Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi sbb : 
1) Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang 
kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana; 
2) Melaksanakan penataan kependudukan penertiban Catatan Sipil dan 
Pembinaan Keluarga Berencana; 
3) Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan 
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 
4) Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan 
penataan penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 
50 
 
5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain 
dalam upaya pelaksanaan penataan kependudukan, Catatan Sipil danKeluarga 
Berencana; 
6) Melaksanakan pelayananteknis administrasi penataan kependudukan, Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana; 
7) Melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati 
3. Upaya-Upaya Badan Kependudukan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan 
Kepada Masyarakat 
1) Meningkatkan intensitas penyuluhan, pembinaan dan bekerja sama dengan 
instansi terkait; 
2) Menyederhanakan prosedur pencatatan dan penerbitan akta-akta; 
3) Memasang petunjuk-petunjuk tentang persyaratan, prosedur perolehan dan 
informasi-informasi lainnya di tempat pelayanan; 
4) Menjaga tempat pelayanan agar tampak bersih dan nyaman; 
5) Membina dan membimbing petugas agar selalu memberikan pelayanan 
dengan sopan dan ramah, 
6) Meningkatkan pengawasan melekat kepada petugas. 
4. Sarana Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh 
sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Dinas 
yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang 
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dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan dapat berjalan dengan 
baik. 
Adapun perlengkapan sarana yang terdapat di Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.8Sarana di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun 
 



















Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karimun Tahun 2011 
 
Dari table di atas dapat di ketahui bahwa sarana yang terdapat di Kantor Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berncana Kabupaten Karimun dalam 
memenuhi  pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat sudah 
cukup lengkap dan dalam kondisi baik. 
5. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Karimun 
Mengenai struktur organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 









Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga  














































Seksi Nomor Induk 
KK & KTP 












Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan (observasi), penyebaran 
angket kepada masyarakat dan memberikan pertanyaan berupa wawancara kepada 
key informan, maka dapat diketahui hasil jawaban dari setiap pertanyaan yang telah 
diberikan kepada responden. Dengan demikian diketahuilah penilaian masyarakat 
terhadap proses pelayanan pembuatan KTP SIAKPada Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun. 
5.1 Karakteristik Responden 
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat 
diperoleh jenis kelamin dari setiap responden, adapun datanya adalah sebagai berikut 
: 
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin  
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
1. Pria 32 51 
2. Wanita 31 49 
Jumlah 63 100 % 
Sumber Data Olahan 2012 
Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan responden 
yang berjumlah 63 orang, responden yang berjenis kelamin Pria sebanyak 32 orang 





Kemudian kita juga dapat mengetahui  
Tabel 5.2 Distribusi Responden Beradasarkan Tingkat Umur 
No. Tingkat Umur Jumlah Responden Persentase 
1. 20-30 31 49 % 
2. 31-40 18 29 % 
3. 41-keatas 14 22 % 
Jumlah 63 100 % 
Sumber Data Olahan 2012 
Dari tabel 5.2 diatas terlihat bahwa jumlah dari keseluruhan responden yang 
berjumlah 45 orang, responden yang berumur antara 20-30 berjumlah 31 orang (49 
%), responden yang berumur antara 31-40 berjumlah 18 orang (29 %), dan responden 
yang berumur antara 40-keatas berjumlah 14 orang (22 %).  Jadi, kesimpulannya 
berdasarkan umur responden mayoritas berumur 20-30 tahun. 
5.2 Hasil Questioner (Angket) 
Adapun aspek-aspek yang menjadi indikator untuk mengetahui pelaksanaan 
pelayanan pengurusan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
KB Kabupaten Karimun dapat dilihat dari: 
1.2.1 Transparansi 
Transparansi dalam penelitian ini dimaksudkan adalah keterbukaan pegawai 
atau para birokrat dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP SIAK. Untuk 
mengetahui hal-hal tersebut di lapangan dapat dilihat dari jawaban responden tentang 
pelayanan pembuatan KTP SIAK 
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Untuk melihat jawaban responden mengenai transparansiatau keterbukaan 
pegawai Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Karimun dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK, penulis memberikan 
pertanyaankepadaresponden mengenaiketerbukaan pegawai di Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dalam pelayanan 
pembuatan KTP SIAK. Berikut adalah tabel hasil dari jawaban responden: 
Tabel:5.3 Jawaban Responden Tentang Keterbukaan Pegawai dalam Pelayanan 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber :Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan KTP SIAK yang dilakukan 
dalam hal transparansiatau keterbukaan pegawai Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dalam pelayanan pembuatan KTP 
SIAK dikategorikan kurang baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 31 
orang (49 %),kemudian di ikuti oleh jawaban responden menjawab. Bahkan ada yang 
menjawab bahwa keterbukaan atau transparansi pegawai tidak baik yaitu sebanyak 20 
orang (32 %). 
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Adapun alasan responden mengatakan kurang baik dan tidak baik karena pada 
kenyataanya petugas selalu tidak bersikap terbuka. Hal ini mengakibatkan pemohon 
menunggu lebih lama dan harus mengorbankan waktunya untuk mendapatkan KTP 
SIAK tersebut yang seharusnya merekrsikap trerbuka kepada masyarakat yang ingin 
mengurus pembuatan KTP SIAK, sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi 
masyarakat baik dalam hal data-data yang harus disiapkan dan juga berapa biaya 
yang harus dikeluarkan.  
Setelah mengetahui jawaban transapransi pegawai dalam pelayanan pembuatan 
KTP SIAK, juga perlu diketahui jawaban responden tentang kemudahan yang 
diberikan oleh pegawai di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten 
Karimun dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK. untuk mengetahui hal tersebut 
dapat kita lihat pada table di bawah ini: 
Tabel 5.4Jawaban Responden Tentang Kemudahan yangh Diberikan  Pegawai 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber :Data Olahan Tahun 2012 
 
 
Dari tabel diatas pelayanan pembuatan KTP SIAK yang dilakukan dalam hal 
kecepatan pelaksanaan pemeriksaan permohona yang diajukan oleh pemohon 
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dikategorikan tidak baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 27 orang  (43 
%), yang menjawab bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam hal kemudahan 
yang diberikan pegawai kurang baik yaitu sebanyak 25 orang (40 %). 
Alasan responden menjawab tidak baik karena pegawai yang melayani selalu 
membuat para pemohon menjadi susah untuk mengurus KTP SIAK karena pegawai 
selalu tidak jelas dalam memberi pengarahan kepada pemohon baik dalam selesainya 
dan juga selalu mengambil biaya yang lebih dari biaya seharusnya yang dibayar oleh 
masyarakat.   
Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden mengenai pelayana  
pembuatan KTP SIAK yang seharusnya dapat diakses oleh semua masyarakatdi 
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun. Untuk mengetahui 
tanggapan responden mengenai Pertanyaan di atas dapat kita lihat dari table berikut: 
Tabel 5.5 Jawaban Responden Tentang Pelayanan Pembuatan KTP SIAK yang 




















Jumlah 33 100 % 
Sumber :Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari table di atas menunjukkan bahwa 36 orang atau 57 % responden 
mengatakan Kurang Baik dengan Pertanyaan yang penulis tuangkan mengenai 
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kemudahan masyarakat dalam mengakses.Selanjutnya 17 orang atau 27 % responden 
mengatakan tidak baik dengan Pertanyaan tersebut.Dan sisanya 10 orang atau 16 % 
responden mengatakan baik. 
 Dari data di atas, ternyata mayoritas responden menilai Kurang baik dengan 
Pertanyaan yang peneliti berikan dalam angket. Mereka beranggapan bahwa pegawai 
yang masih banyak kekurangan dinas dalam memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk mengetahui tentang pembuatan KTP SIAK,sehingga banyak 
masyarakat yang terlambat dan bahkan belum membuat KTP SIAK,  hal ini dapat 
dilihat dari kurangnya pemberitahuan dan penyuluhan pemerintah dalam hal 
pembuatan KTP SIAK kepada masyarakat yang terdapat di daerah-daerah khususnya.  
Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan transaparansi di atas, 

































































Jumlah Rata-Rata 11 31 21 63 
Persentase ( % ) 17% 49% 33% 100% 
Sumber: Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator transparansi berada dalam 
kategori kurang baik yakni dilihat dari jawaban responden sebanyak 31 (49 %) yang 
menjawab kurang baik. Kemudian sebanyak  21 (33 %) responden yang menjawab 
kurang baik sedangkan yang terkecil adalah jawaban responden baik yakni sebanyak 
11 orang (17 %). Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari 
indikator transparansi karena jika pemohon mengajukan permohonan pegawai tidak 
langsung memeriksa berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan, pegawai juga 
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terbuka dalam hal biaya dan lama waktu selesai pembuatannya tersebut sehingga 
membuat pemohonan tersebut harus berulang-ulang untuk mengurus KTP SIAK. 
1.2.2 Akuntabilitas 
Akuntabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa segala bentuk pelayanan 
yang dilakukan oleh pegawai dalam hal pembuatan KTP SIAK ini harus dapat 
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,  
Untuk melihat jawaban responden mengenai pelayanan yang sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.7Jawaban Responden Tentang Bentuk Pelayanan yang Sesuai dengan 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dalam pembuatan KTP SIAK 
dalam hal bentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentan dikategorikan kurang baik 
yaitu sebanyak 39 orang (62 %). Dan bahkan ada juga responden yang menjawab 
tidak baik tentang nbentuk pelayanan yang sesuai ketentuan dalam pembuatan KTP 
SIAK dinilai tidak baik yaitu sebanyak 8 orang (13 %).  Jawaban kurang baik dan 
tidak baik ini karena ketika pemohon mengajukan permohonan pembuatan KTP 
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SIAK selalu dipersulit dengan prosedur yang tidak jelas dan harus berulang-ulang 
datang ke kantor untuk memenuhi prosedur yang ditentukan.  
Disamping bentuk pelakasanaan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan, kita 
perlu juga mengetahui hasil pelayanan pembuatan KTP SIAK terhadap 
akuntabilitasnhya dalam pembuatan KTP SIAK.Untuk melihat jawaban responden 
terhadap ha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari table diatas dapat kita lihat bahwa 37 orang atau 59 % responden 
mengatakan kurang baik dengan Pertanyaan yang peneliti berikan dalam questionare, 
hal ini dikarenakan pegawai menganggap bahwa masih banyak terdapat kekurangan 
dalam hal hasil pelayanannya karena pihak dinas atau pegawai yang melayaninya 
selalu meminta biaya yang harus dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya dan 
juga pihak dinas selalu terlambat dalam proses penyelesaiannya yang tidak sesuai 
dengan waktu yang seharusnya sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan 
62 
 
harus berulang-ulang untuk pergi kekantor untuk mengambil KTP SIAK yang telah 
diurusnya. 
Setelah kita mengetahui jawaban responden tentang hasil pelayanan pembuatan 
KTP SIAK terhadap akuntabilitasnya, kita juga perlu mengetahui kinerja pegawai 
menjalankan pelayanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  
Adapun hasil dari jawaban responden mengenai Pertanyaan tersebut dapat kita 
lihat pada table berikut: 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari table di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 31 orang atau 49 % 
responden mengatakan kurang baik dengan Pertanyaan yang peneliti berikan dalam 
questionare, dan sebanyak 19 orang atau 30 % responden menjawab tidak baik dan 
kemudian sebanyak 13 orang atau 21 % yang menjawabbaik.Hal ini dikarenakan 
dalam pelakasanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam hal kinerja pegawai 
dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK para pegawai terlihat kurang menanggapi 
dengan serius permohonan pembuatan KTP SIAK yang diajukan oleh masyarakatl. 
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Kemudian para pegawai selalu menunda-nunda permohonan tersebut sampai 
menumpuk, dan akhirnya permohonan tersebut juga menjadi terlambat untuk 
diselesaikan yang membuatn masyarakat harus menunggu lebih lama dari waktu yang 
seharusnya. 
Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan transaparansi di atas, 
selanjutnya dapat dilihat secara keseluruhan yang terangkum dalam rekapitulasi 
berikut ini: 
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Jumlah Rata-Rata 16 36 11 63 
Persentase ( % ) 25% 57% 17% 100% 




Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas dapat dilihat bahwa mayoritas 
responden mengatakan pelayanan pembuatan KTP SIAK dilihat dari indikator 
Akuntabilitasdikategorikan kurang baik yaitu sebanyak 36 (57 %), dan baik yakni 
sebanyak 16 (25 %), sedangkan yang terkecil dari jawaban responden adalah tidak 
baik yakni sebanyak 11 (17 %).Dinyatakan kurang baik dalam pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK karena dalam proses permohonan sering ditemukan adanya 
keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Para 
pegawai selalu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan serta para pegawai 
bekerja kurang baik dilihat dari sikap dan permintaan yang meminta untuk dilayanani 
oleh masyarakat bukan mereka yang melayani masyarakat. 
1.2.3 Kondisional 
Kondisional dalam penelitian dimaksudkan adalah pelayanan pembuatan KTP 
SIAK sesuai dengan keinginan antara pegawai dengan masyarakat yang membuat 
KTP SIAK tersebut. 
Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kondisional dilihat dari dari 








Tabel 5.11 Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pelayanan Dilihat Dari 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK yang 
dilakukan dalam hal prinsip efesiensi sesuai kebutuhan masyarakat dikategorikan 
kurang baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 35orang (56%),kemudian di 
ikuti oleh jawaban responden menjawab tidak baik yaitu sebanyak 23 orang (36 
%).Dari kuesioner yang penulis kumpulkan juga terdapat jawaban sangat baik yaitu 
sebanyak 5 orang (8 %). 
Adapun alasan responden mengatakan kurang baik dan tidak baik karena pada 
kenyataanya petugas selalu menunda-nunda pekerjaan atau menumpukkan berkas-
berkas yang sudah diserahkan oleh masyarakat tanpa langsung diperiksa dan 
selanjutnya diproses untuk di input data-datanya. Hal ini mengakibatkan masyarakata 
harus menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkan KTP SIAK tersebut karena 
mereka harus menambah biaya administrasi jika KTP SIAK yang mereka butuhkan 
ingin cepat diselesaikan oleg pegawai yang melayani dalam pembuatan KTP SIAK. 
Setelah mengetahui jawaban respondenresponden mengenai kondisional dilihat 
dari dari prinsip efesiensi sesuai kebutuhan masyarakat, juga perlu diketahui jawaban 
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responden tentang Kondisi pelaksanaan dilihat dari prinsip efektifitas yang sesuai 
kebutuhan masyarakat . untuk mengetahui Kondisi pelaksanaan dilihat dari prinsip 
efektifitas yang sesuai kebutuhan masyarakatdalam pembuatan KTP SIAK Pada 
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun 
dapat kita lihat pada table di bawah ini: 
Tabel 5.12  Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pelayanan Dilihat Dari 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari table diatas dapat kita lihat 41orang atau 65 % responden menyatakan 
kurang baik terhadap pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam hal 
prisnsip efektifitas sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian sebanyak 9 orang atau 27 
% responden menyatakan tidak baik, dan sisanya 3 orang atau 9 % responden 
menyatakan baik terhadap Pernyataan peneliti. 
 Adapun alasan responden mengatakan kurang baik dan tidak baik karena pada 
kenyataanya petugas selalu menunda-nunda pekerjaan atau menumpukkan berkas-
berkas yang sudah diserahkan oleh masyarakat tanpa langsung diperiksa dan 
selanjutnya diproses untuk di input data-datanya. Hal ini mengakibatkan pemohon 
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menunggu lebih lama dan harus mengorbankan waktunya untuk mendapatkan KTP 
SIAK tersebut yang seharusnya mereka dapatkan sebelum satu minggu. Karena 
keterlambatan pemohon mendapatkan KTP SIAK juga membuat masyarakat g 
menjadi lambat untuk membuat surat-surat kependudukan lainnya. 
Setelah mengetahui jawaban respondenresponden mengenai kondisional dilihat 
dari dari efektifitas sesuai kebutuhan masyarakat, juga perlu diketahui jawaban 
responden tentang Kondisi pelaksanaan dilihat dari Kemampuan pegawai dalam 
memberikan pelayanan yang efesiensi dan efektifitas. untuk mengetahui jawaban 
responden Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang efesiensi dan 
efektifitasdalam pembuatan KTP SIAK Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dapat kita lihat pada table di bawah ini: 
Tabel 5.13 6Jawaban Responden Tentang Kondisi Kemampuan Pegawai dalam 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 
 Dari tabel diatas pelayanan pembuatan KTP SIAK yang dilakukan dalam hal 
Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang efesiensi dan efektifitas 
dikategorikan tidak baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 33 orang (52 
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%), bahkan ada yang menjawab bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam 
Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang efesiensi dan 
efektifitaskurang baik yaitu sebanyak 21 orang (33 %). Alasan responden menjawab 
tidak baik dan baik kurang karena pegawai yang membuat KTP SIAK tidak cepat 
dalam pelaksanaan pemeriksaan pembuatan KTP SIAK karena pegawai yang 
melayani cendrung bersikap biasa saja dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. 
Mereka hanya ingin memenuhi keuntungan yang lebih besar dari biaya yang 
seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat.  
Disamping itu selain Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang 
efesiensi dan efektifitas juga perlu diketahui pelayanan pembuatan KTP SIAK 
darihasil pelayanan pembuatan KTP SIAK dilihat dari kondisional yang terjadi. 
Untuk mengetahui pelayanan lewat dari batas waktu yang ditetapkan pegawai dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.14  Jawaban Responden Tentang dariHasil Pelayanan Pembuatan KTP 




















Jumlah 63 100 % 




Dari tabel diatas pelayanan pembuatan KTP SIAK yang dilakukan dalam hal 
hasil pelayananpembuatan KTP SIAK dilihat dari kondisional yang terjadi 
dikategorikan kurang baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 32 orang (51 
%), bahkan ada yang menjawab bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam 
Khasil pelayanan pembuatan KTP SIAK dilihat dari kondisional yang terjadi tidak 
baik yaitu sebanyak 14 orang (12 %). Alasan responden menjawab kurang baik dan 
tidak baik karena pegawai yang membuat KTP SIAK tidak cepat dalam pelaksanaan 
pemeriksaan pembuatan KTP SIAK karena pegawai yang melayani cendrung 
bersikap biasa saja dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. 
Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan kondisional di atas, 
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Jumlah Rata-Rata 11 32 20 33 
Persentase ( % ) 29% 51% 31% 100% 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
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Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator kondisional berada dalam 
kategori kurang baik yakni dilihat dari jawaban responden sebanyak 32 (51 %) yang 
menjawab kurang baik. Kemudian sebanyak  20 (31 %) responden yang menjawab 
tidak baik sedangkan yang terkecil adalah jawaban responden yang menjawab baik 
yakni sebanyak 11 orang (29 %).  
Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator 
Kondisional karena jika pemohon mengajukan permohonan pegawai tidak langsung 
memeriksa berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan, pegawai juga tidak 
langsung membuat atau menginput data-data yang telah ada tersebut sehingga 
membuat permohonan tersebut menumpuk, kemudian pengambulan juga juga 
menjadi terlambat karena harus menunggu petugas yang berwenang yang sering tidak 
berada di tempat. 
1.2.4 Partisipatif 
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah Mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan 
dan harapan masyarakat. 
Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Upaya yang Dilakukan 
dalamMeningkatkan Partisipatif Masyarakat dalam Membuat KTP SIAK dapat 





Tabel 5.16  Jawaban Responden Tentang Upaya yang Dilakukan dalam 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dalam pembuatan KTP SIAK 
dalam hal upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat 
dikategorikan kurang baik yaitu sebanyak 41 orang (65 %).Dan bahkan ada juga 
responden yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 18 orang (29 %).  Jawaban 
kurang baik dan tidak baik ini karena menurut responden pegawai atau pihak dinas 
kurang melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan minat atau aspirasi 
masyarakat dalam membuat KTP SIAK sehingga bagi masyarakat itu bukanlah 
merupakan hal yang terlalu penting untuk dilaksanakan. 
Disamping upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat 
dalam pembuatan KTP SIAK, perlu juga diketahui upaya-upaya yang dilakaukan 
sesuai harapan masyarakat dalam meningkatkan partisipatif masyarakat untuk 





Tabel 5.17  Jawaban Responden Tentang Upaya yang Dilakukan Sesuai 
Harapan Untuk Meningkatkan Partisipatif Masyarakat dalam 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari table diatas dapat kita lihat 33orang atau 52 % responden menyatakan 
kurang baik terhadap Pertanyaan peneliti, kemudian 17 orang atau 27 % responden 
menyatakan tdak baik, dan sisanya 13 orang atau 21 % responden menyatakan baik 
terhadap Pertanyaan peneliti. 
 Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden kurang setuju 
terhadap pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam hal upaya-upaya yang dilakaukan 
sesuai harapan masyarakat dalam meningkatkan partisipatif masyarakat untuk 
membuat KTPS SIAK. Hal ini dikarenakan para pegawai atau dinas kurang 
memberikan kepauasan dalam memberi layanan kepada masyarakat khsusnya dalam 
pembuatan KTP SIAK sehingga memberikan dampak yang kurang baik kepada 
masyarakat. 
Disamping upaya-upaya yang dilakaukan sesuai harapan masyarakat dalam 
meningkatkan partisipatif masyarakat untuk membuat KTPS SIAK, perlu juga 
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diketahui sikap pegawai dalam menerima aspirasi kebutuhan dan harapan 
masyarakat.Untuk melihat jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.18 Jawaban Responden Tentang Sikap Pegawai dalam Menerima 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari tabel diatas pelayanan pembuatan KTP SIAK yang dilakukan dalam hal 
sikap pegawai dalam menerima aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat 
dikategorikan tidak baik, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 38 orang (60 
%), ada yang menjawab bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK dalam sikap 
pegawai dalam menerima aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilihat yang 
terjadikurang baik yaitu sebanyak 22 orang (35 %). Alasan responden menjawab 
tidak baik karena pegawai yang melayani dalam pembuatan KTP SIAK tidak ada 
langsung menerima segala aspirasi yang sebenarnya memberikan dampak positif 
terhadap pelayanan. Sehingga bagi masyarakat bahwa birokrasi hanyalah suatu hal 
yang mebelitkan dan hanya membuang waktu bagi masyarakat. Sikap pegawai yang 
acuh kepada masyarakat seharunya tidak diterapkan dalam pelayanan karena hanya 
akan membuat buruk pandangan masyarakat kepada mereka 
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Disamping sikap pegawai dalam menerima aspirasi kebutuhan dan harapan 
masyarakat, kita perlu juga mengetahui pelaksanaan pelayanan yang dilakukan 
setelah menerima aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.Untuk melihat jawaban 
responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.19  Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pelayanan yang 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 Dari tabel diatas pelayanan pembuatan KTP SIAK yang dilakukan dalam hal 
pelaksanaan pelayanan yang dilakukan setelah menerima aspirasi kebutuhan dan 
harapan masyarakatjuga dikategorikan tidak baik, sesuai dengan jawaban responden 
sebanyak 31orang (49 %), ada yang menjawab bahwa pelayanan pembuatan KTP 
SIAK dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan setelah menerima aspirasi 
kebutuhan dan harapan masyarakat dilihat yang terjadi kurang baik yaitu sebanyak 27 
orang (43 %).  
Dalam hal ini pihak dinas dan pegawai tidak pernah menerima masukan dan 
saran yang diberikan kepada mmasyarakat sehingga memberikan pandangan kepada 
masyarakat bahwa pihak pemerintah bekerja hanya untuk memnuhi kepuasan kepada 
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mereka dan bukanlah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa mereka 
bukanlah suatu yang harus dilayani akan tetapi mereka harus melayani pihak 
pemerintah. 
Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan partisipatif di atas, 
























































































































Jumlah Rata-Rata 6 31 26 63 
Persentase ( % ) 9% 49% 41% 100% 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
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Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator partisipatif  berada dalam 
kategori kurang baik yakni dilihat dari jawaban responden sebanyak 31(49 %) yang 
menjawab kurang baik. Kemudian sebanyak  26 (41 %) responden yang menjawab 
tidak baik sedangkan yang terkecil adalah jawaban responden yang menjawab baik 
yakni sebanyak 6 orang (9 %). Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan 
KTP SIAK dari indikator partisipati karena kurangnya tanggapan pemerintah 
terhadap aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kepentigan 
masyarakat menjadi terabaikan dan juga tidak mencapai dalam playanan prima yang 
divisikan oleh pemerintah. Pemerintah menjadi arogan dan hanya mengedepankan 
kepentingan mereka dan orang-orang dekat dalam meberikan pelayanan. 
1.2.5 Kesamaan Hak 
Yang dimaksud kesamaan hak adalah tidak diskriminatif dalam artian Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun tidak membedakan suku, 
ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK. 
Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Pelayanan pembuatan KTP 











Tabel 5.21  Jawaban Responden Tentang Pelayanan Pembuatan KTP SIAK 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dalam pembuatan KTP SIAK 
dalam Pelayanan pembuatan KTP SIAK dengan meberikan kesamaan hak 
dikategorikan kurang baik yaitu sebanyak 39 orang (61 %). Dan bahkan ada juga 
responden yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 6 orang (10 %).  Jawaban 
kurang baik dan tidak baik ini karena menurut responden pegawai atau pihak dinas 
kurang memberikan kesamaan hak kepada masyarakat yang mengurus KTP SIAK, 
mereka lebih mendahulukan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan kepada 
pegawai dan kepada mereka yang sanggup membayar lebih besar dari jumlah yang 
seharusnya, sehingga bagi masyarakat biasa akan dilayani setelah mereka 
menyelesaikan kepentingan tersebut. 
Berikut ini kita juga akan mengetahui jawaban dari responden dalam hal 
pelaksanaan pelayanan pegawai dengan tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi: 
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Tabel 5.22  Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pelayanan Dengan Tidak 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dalam pembuatan KTP SIAK 
dalam hal pelaksanaan pelayanan pegawai dengan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi dikategorikan kurang baik yaitu 
sebanyak 36 orang (57 %). Dan bahkan ada juga responden yang menjawab tidak 
baik yaitu sebanyak 12 orang (19 %). 
Pihak pemerintah atau pegawai masih ada yang membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP 
SIAK, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa mereka lebih mengejar 
keuntungan bagi mereka terlebih dahulusehingga masyarakat yang tidak mampu 
mebayar lebih akan dilayani belakangan. 
Berikut ini kita juga akan mengetahui jawaban dari responden dalam hal sikap 
pegawai ketika memberikan pelayanan pada masyarakat yang berbeda suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi, adapun penjelasannya adalah pada 
tabel di bawa ini: 
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Tabel 5.23  Jawaban Responden Tentang Sikap Pegawai Ketika Memberikan 
Pelayanan pada Masyarakat yang Berbeda suku, ras, agama, 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan sikap pegawai ketika 
memberikan pelayanan pada masyarakat yang berbeda suku, ras, agama, golongan, 
gender dan status ekonomi dikategorikan tidak baik yaitu sebanyak 29 orang (46 %). 
Dan bahkan ada juga responden yang menjawab kurang baik yaitu sebanyak 21 orang 
(33 %).  Jawaban kurang baik dan tidak baik ini karena menurut responden pegawai 
atau pihak dinas dalam memberikan pelayanan masih memikirkan golongan yang 
memiliki kedekatan kepada mereka, secara psikologis mereka pasti akan 
mendahulukan masyarakat-masyarakat yang bagi mereka memiliki kesamaan baik 
agama, suku dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan memberikan kecemburuan 
sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki kedekatan dan kesamaan. 
Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan Kesamaan Hak di atas, 
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membedakan suku, 
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Sikap pegawai ketika 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat 
yang berebeda suku, 
ras, agama, golongan, 
































































Jumlah Rata-Rata 15 32 16 63 
Persentase ( % ) 24% 51% 25% 100% 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
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Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator kesamaan hak  berada dalam 
kategori kurang baik yakni dilihat dari jawaban responden sebanyak 32(51 %) yang 
menjawab kurang baik. Kemudian sebanyak  16 (25 %) responden yang menjawab 
tidak baik sedangkan yang terkecil adalah jawaban responden yang menjawab baik 
yakni sebanyak 15 orang (24 %). Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan 
KTP SIAK dari indikator kesamaan hakkarena pegawai dalam melayani masyarakat 
masih melihat golongan-golongan yang ada dalam masyarkat khususnya dari status 
ekonomi. Para pegawai akan cenderung mendahulukan pelayanan kepada pihak yang 
memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, karena mereka akan memperoleh imbalan 
yang lebih besar. Sehingga masyarakat biasa menjadi terlantar dan menunggu sampai 
mereka melayani pihak yang berstatus ekonomi tinggi. 
 
1.2.6 Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
 
Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam penelitian ini 
adalah Pemberi yaitu pegawai yang melayani pembuatan KTP SIAK dan penerima 
pelayanan public yaitu masyarakat yang mengurus pembuatan KTP SIAK harus 
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.  
Untuk melihat jawaban responden mengenai keseimbangan hak dan kewajiban 
dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, penulis memberikan 
pertanyaankepadaresponden mengenai keseimbangan kewajiban yang dilakukan oleh 
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pegawai dilihat dari hak yang telah diterimanya .Berikut adalah tabel hasil dari 
jawaban responden: 
Tabel 5.25  Jawaban Responden Tentang Keseimbangan Kewajiban yang 




















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
 
Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK yang 
dilakukan dalam hal mengenai keseimbangan kewajiban yang dilakukan oleh 
pegawai dilihat dari hak yang telah diterimanya dikategorikan tidak baik, sesuai 
dengan jawaban responden sebanyak 39 orang (62 %),kemudian di ikuti oleh jawaban 
responden menjawab krang baik yaitu sebanyak 21 orang (33 %). Bahkan ada yang 
menjawab bahwa Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan pembuatan KTP 
SIAK yang dilakukan dalam hal mengenai keseimbangan kewajiban yang dilakukan 
oleh pegawai dilihat dari hak yang telah diterimanya dikategorikan tidak baik, sesuai 
dengan jawaban responden sebanyak 19 orang (58 %),kemudian di ikuti oleh jawaban 
responden menjawab kurang baik yaitu sebanyak 11 orang (33 %). Bahkan ada yang 
menjawab bahwa ketepatan waktu pengurusan surat pindah datang setelah diajukan 
dikategorikan baik yaitu sebanyak 3 orang (9 %).  
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Adapun alasan responden mengatakan tidak baik karena pada kenyataanya 
petugas selalu tidak baik dengan pelayanan yang dilakukan padahal mereka telah 
mendapatkan gaji yang diberikan oleh pemerintah, banyak diantara mereka yang 
mengambil sejumlah uang engan alasan pembayaran administrasi akan tetapi uang 
tersebut hanya untuk keuntungan pegawai tersebut dikategorikan baik yaitu sebanyak 
3 orang (9 %).  
Adapun alasan responden mengatakan tidak baik karena pada kenyataanya 
petugas selalu tidak baik dengan pelayanan yang dilakukan padahal mereka telah 
mendapatkan gaji yang diberikan oleh pemerintah, banyak diantara mereka yang 
mengambil sejumlah uang engan alasan pembayaran administrasi akan tetapi uang 
tersebut hanya untuk keuntungan pegawai tersebut.  
Berikut ini kita juga akan mengetahui jawaban dari responden dalam hal hasil 
yang diperoleh masayarakat dalam menerima haknya setelah memberikan 
kewajibannya, adapun penjelasannya adalah pada tabel di bawa ini: 
 
Tabel 5.26  Jawaban Responden Tentang Hasil yang Diperoleh Masyarakat 




















Jumlah 63 100 % 





Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK yang 
dilakukan dalam hal hasil yang diperoleh masyarakat dalam menerima haknya setelah 
memberikan kewajibannya dikategorikan kurang baik, sesuai dengan jawaban 
responden sebanyak 37 orang (59 %),kemudian di ikuti oleh jawaban responden 
menjawab tidak baik yaitu sebanyak 19 orang (30 %). Kemudian yang menjawab 
bahwa hasil yang diperoleh masyarakat dalam menerima haknya setelah memberikan 
kewajibannya dikategorikan baik yaitu sebanyak 7 orang 11 %).  
Adapun alasan responden mengatakan kurang baik karena pada kenyataanya 
masyarakat dalam melakukan pengurusan pembuatan KTP SIAK telah memenuhi 
kewajiban yang harus mereka miliki baik dari keuangan dan data-data administrasi 
yang dibutuhkan, akan tetapi mereka tetap saja merasa dipersulit oleh pegawai atau 
pelayanan yang seharusnya memberikan mereka kemudahan.  
Berikut ini kita juga akan mengetahui jawaban dari responden dalam hal upaya 
yang dilakukan oleh Dinas dalam meningkatkan kewajiban yang harus dilakukan oleh 














Tabel 5.27  Jawaban Responden Tentang Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas 





















Jumlah 63 100 % 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
 
Dari table diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan pembuatan KTP SIAK yang 
dilakukan dalam upaya yang dilakukan dinas dalam menoingkatkan kewajiban yang 
harus dilakukan oleh pegawai dikategorikan kurang baik, sesuai dengan jawaban 
responden sebanyak 39 orang (62 %),kemudian di ikuti oleh jawaban responden 
menjawab tidak baik yaitu sebanyak 5 orang (8 %). Adapun alasan responden 
mengatakan kurang baik karena pada kenyataanya masyarakat menganggap bahwa 
pihak dinas tidak pernah memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh pegawai 
khusnya dalam pelayanan pembuatan KTP SIAK. Sehingga bagi mereka pihak dinas 
hanyalah mengejar keuntungan dan menjalankan kebijakan yang hanya akan 
memberikan kemudahan kepada pihak dinas tersebut dan masyarakat merasa hanya 




Dari jawaban-jawaban reponden yang terkait dengan Kesamaan Hak di atas, 
selanjutnya dapat dilihat secara keseluruhan yang terangkum dalam rekapitulasi 
berikut ini: 
Tabel 5.28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator  
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Jumlah Rata-Rata 5 32 26 63 
Persentase ( % ) 8% 51% 41% 100% 
Sumber : Data Olahan Tahun 2012 
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Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator Keseimbangan hak dan 
kewajiban berada dalam kategori kurang baik yakni dilihat dari jawaban responden 
sebanyak 32(51 %) yang menjawab kurang baik. Kemudian sebanyak  26 (41 %) 
responden yang menjawab tidak baik sedangkan yang terkecil adalah jawaban 
responden yang menjawab baik yakni sebanyak 5 orang (8 %).  
Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator 
keseimbangan hak dan kewajiban karena pegawai dalam melayani masyarakat masih 
tidak memperhatikan kewajiban mereka dengan benar padahal para pegawai telah 
diberikan gaji oleh pemerintah. Seharusnya mereka mampu menjalankan kewajiban 
mereka dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Para pegawai terlihat hanya 




Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara 
dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan di jelaskan pembahasan tentang hasil 











a. Rekapitulasi Questioner 
Tabel 5.29 Rekapitulasi Keseluruhan Questioner. 
 
No Indikator Kategori Jawaban Jumlah 
Baik Kurang Baik Tidak Baik 
F % F % F % 
1 Transparansi 11 
 
17 31 49 21 33 63 
2 Akuntabilitas 16 25 36 57 11 
 
17 63 















n Hak dan 
Kewajiban 
5 8 32 51 26 41 63 
Jumlah 64 17 194 51 107 28 378 
Sumber : Data olahan 20121 
 
Keterangan :  
F : Frekuensi 
 
% : Persentase 
 
Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden 
pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang 
ditetapkan oleh Ari Kunto (2003:43) sebagai berikut ini: 
Baik (Setuju)   : 3 x 64   = 192 
Kurang Baik (Kurang Setuju) : 2 x 194 = 388 
Tidak Baik (Tidak Setuju) : 1 x 107   = 107   + 
       
    = 687 x 100 = 61 % 
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       1134 
 Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian 
dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan KT SIAK masuk dalam kategori tidak 
sesuai atau rendahhal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara 
keseluruhan sebesar 61 %. Dikatakan kurang baik karena dalam pelaksanaan 
pelayanan pembuatan KT SIAK baik dari segi Transparansi, Akuntabilitas, 
Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
masyarakat menilai dan menjawab kurang baik. Seharusnya dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat, pihak Dinas Harus menjadikan Kepuasan Pelanggan / 
Kepuasan Masyarakat sebagai orientasi utama dalam melaksanakan pelayanan 









Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan pembuatan KTP SIAK pada 
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, maka peneliti menarik kesimpulan 
dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas pada Bab awal 
untuk itu peneliti merumuskan sebagai beikut: 
1. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti: 
Dari hasil penelitian dan berdasar rekapitulasi pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun bisa disimpulkan Kurang baik. Kurang baiknya 
pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator transparansi karena jika 
pemohon mengajukan permohonan pegawai tidak langsung memeriksa berkas-berkas 
persyaratan yang telah ditentukan, pegawai juga tidak terbuka dalam hal biaya dan 
lama waktu selesai pembuatannya tersebut sehingga membuat pemohonan tersebut 
harus berulang-ulang untuk mengurus KTP SIAK. 
2. Akuntanbilitas 




Dari rekapitulasi jawaban responden mengatakan pelayanan pembuatan KTP 
SIAK dilihat dari indikator Akuntabilitas dikategorikan Kurang Kaik. Dinyatakan 
kurang baik dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK karena dalam 
proses permohonan sering ditemukan adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Para pegawai selalu meminta biaya yang 
tidak sesuai dengan ketentuan serta para pegawai bekerja kurang baik dilihat dari 
sikap dan permintaan yang meminta untuk dilayanani oleh masyarakat bukan mereka 
yang melayani masyarakat. 
3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan denga 
tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.: 
Dari hasil rekapitulasi pelayanan pembuatan KTP SIAK di Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dilihat 
dari indikator kondisional yang diperoleh berada dalam kategori Kurang Kaik Kurang 
baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator Kondisional 
karena jika pemohon mengajukan permohonan pegawai tidak langsung memeriksa 
berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan, pegawai juga tidak langsung 
membuat atau menginput data-data yang telah ada tersebut sehingga membuat 
permohonan tersebut menumpuk, kemudian pengambulan juga juga menjadi 





Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat : 
Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator partisipatif  berada dalam 
kategori Kurang Baik. Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK 
dari indikator partisipati karena  
5. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi : 
Pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK di Dinas Kependudukan, Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dilihat dari indikator kesamaan 
hak  berada dalam kategori Kurang Baik. Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK dari indikator kesamaan hakkarena pegawai dalam melayani 
masyarakat masih melihat golongan-golongan yang ada dalam masyarkat khususnya 
dari status ekonomi. Para pegawai akan cenderung mendahulukan pelayanan kepada 
pihak yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, karena mereka akan 
memperoleh imbalan yang lebih besar. Sehingga masyarakat biasa menjadi terlantar 
dan menunggu sampai mereka melayani pihak yang berstatus ekonomi tinggi. 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan public harus memnuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak.  
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Hasil penelitian pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK di Dinas 
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dilihat 
dari indikator Keseimbangan hak dan kewajiban berada dalam kategori Kurang Baik. 
Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator 
keseimbangan hak dan kewajibankarena pegawai dalam melayani masyarakat masih 
tidak memperhatikan kewajiban mereka dengan benar padahal para pegawai telah 
diberikan gaji oleh pemerintah. Seharusnya mereka mampu menjalankan kewajiban 
mereka dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Para pegawai terlihat hanya 
menginginkan mendapatkan haknya daripada menjalankan kewajibannya. 
 
Darihasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing 
pertanyaanpenelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pelayanan Publik dalam 
pembuatan KTP SIAK  Pada Dinas Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun Berada 
Dalam Kategori tidak sesuai atau rendah, sesuai dengan hasil rekapitulasi Questioner 
yaitu 64,09%. Dikatakan tidak baik karena dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan 
KTP SIAK selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan 
pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan 
masyarakat, kemudain dalam pembuatan KTP SIAK memerlukan waktu tunggu yang 
relatif lama, kurang tepatnya hasil penerbitan akta, serta tidak jelasnya informasi-
informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB 







Dalam pemasalahan transparansi proses pelakanaan pelayanan pembuatan 
KTP SIAK oleh Masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB 
Kabupaten Karimun, semestinya dari pihak dinas membuat pamplet atau papan 
pengumuman agar proses pelaksanaannya lebih transparansi dan  masyarakat lebih 
memahami bagaimana dan apa saja yang menjadi ketentuan dalam peros 
pelaksanaanya dengan berdasarakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
atau perda yang menjadikan landasan hukum.  
2. Akuntabilitas  
Dalam upaya pemunuhan dalam permaslahan keterlambatan dan biaya yang 
dikeluarkan masyarakat harus lebih memperhatikan Perda Nomor 18 Pasal 09 Tahun 
2001 tentang kependudukan. 
3. Kondisional  
Untuk permasalahan ini yang perlu diperhatikan MSDM nya, karna MSDM 
yang kurang baik akan mempengaruhi proses pelayanan, kmudian ketetapan atau 
sangsi yang diberikan oleh kepala dinas harus diperkuat agar tidak ada lagi pegawai 
yang menjalankan tugas sesuai kehendaknya.  
4. Partisifatif  
Kurangnya tanggapan pemerintah terhadap aspirasi kebutuhan dan harapan 
masyarakat, sehingga kepentigan masyarakat menjadi terabaikan dan juga tidak 
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mencapai dalam playanan prima yang divisikan oleh pemerintah. Pemerintah menjadi 
arogan dan hanya mengedepankan kepentingan mereka dan orang-orang dekat dalam 
meberikan pelayanan. 
5. Kesamaan Hak 
Kurang baiknya pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP SIAK dari indikator 
kesamaan hak karena pegawai dalam melayani masyarakat masih melihat golongan-
golongan yang ada dalam masyarkat khususnya dari status ekonomi. Para pegawai 
akan cenderung mendahulukan pelayanan kepada pihak yang memiliki status 
ekonomi yang lebih tinggi, karena mereka akan memperoleh imbalan yang lebih 
besar. Sehingga masyarakat biasa menjadi terlantar dan menunggu sampai mereka 
melayani pihak yang berstatus ekonomi tinggi. 
Karna ini sudah menjadi kebudayaan salah satu cara yaitu masyarakat harus lebih 
bisa menguasai perda atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Agar 
permasalahan tersebuut tidak bisa terjadi.   
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Para pegawai tidak bisa hanya memperhatikan kewajiban mereka dengan benar 
padahal para pegawai telah diberikan gaji oleh pemerintah. Seharusnya mereka 
mampu menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. 
Para pegawai terlihat hanya menginginkan mendapatkan haknya daripada 
menjalankan kewajibannya. 
Secara keseluruhan dalam upaya mempermudah proses pelakanaan pelayanan 
pembuatan KTP SIAK oleh Masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan 
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Sipil dan KB Kabupaten Karimun, masyarakat harus memiliki inisiatif dalam mencari 
informasi mengenai pelayanan KTP SIAK. Selain itu, masyarakat juga harus berani 
membarikan saran atau masukan kepada pegawai agar pegawai dapat merubah 
kebiasaannya yang menunda-nunda pekerjaan. 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan KTP SIAK 
pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, perlu adanya 
terobosan-terobosan baru dari pihak Dinas seperti Melakukan Sosialisasi atau 
kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan informasi tentang Pencatatan Sipil bagi 
masyarakat dan Memasang rincian biaya yang dikenakan serta menambah loket-loket 
pelayanan pembuatan KTP SIAK sehingga tidak menumpuk pada satu loket saja, 
mengadakan Pelatihan-Pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawinya, Menambah 
Sarana dan Prasarana yang menunjang Kinerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
dan KB Kabupaten KarimunPerlunya perhatian dan pengawasan yang lebih maksimal 
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